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ABSTRAK 

Pelanggaran yang selama ini tidak pernah hilang dari zaman dahulu 

hingga sekarang ini salah satunya yaitu masalah pembajakan atau 

penggandaan film. Kurangnya pengawasan dari pemerintah ataupun dari 

penegak hukum mengenai perlindungan karya cipta film juga menjadi salah 

satu faktor utama. Semakin maju zaman bentuk penggandaan film juga 

semakin maju, tidak seperti digandakan dalam compact-disc, tetapi sudah 

disediakan didalam komputer-komputer warnet oleh pihak pengelola dan 

cukup dicopy-paste saja untuk memiliki film tersebut. 

Hal seperti itulah yang membuat produser atau pemegang hak cipta film 

merasa sangat dirugikan, baik dalam hak moral maupun hak ekonominya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji atau mengetahui lebih lanjut 

mengenai bentuk perlindungan hukum bagi produser atau pemegang hak cipta 

film dan juga upaya hukum apa yang dapat dilakukan guna melindungi hak-

haknya. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, 

dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dan hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap produser 

atau pemegang hak cipta film di Indonesia sendiri diatur didalam Undang-

Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, serta 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  

Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian didalam undang-undang tersebut 

sudah mengatur mengenai perlindungan hak-hak bagi produser atau 

pemegang hak cipta film dan upaya hukum yang dapat ditempuh  oleh 

produser atau pemegang hak cipta film melalui pengadilan atau jalur non-

pengadilan seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. 

 

Kata Kunci:  Produser Film, Pelanggaran Hak Cipta, Perlindungan Hukum, 

Upaya Hukum. 

  



A. Latar Belakang 

Hanya dengan berbekal internet yang murah untuk mengunduh 

dan menyediakan file film, pemilik warnet bisa mendapatkan 

keuntungan yang bisa dibilang cukup besar.  

Setelah film-film tersebut selesai diunduh atau didownload, film 

tersebut di susun dan dimasukkan kedalam folder-folder yang ada 

didalam komputer warnet sesuai dengan jenis filmnya, dari negara 

mana film tersebut dibuat, serta tahun berapa film tersebut rilis. 

Seperti yang ditulis diatas, dalam hal ini tentu saja pemilik warnet 

mendapatkan keuntungan yang lumayan besar dengan hanya 

menyediakan film hasil unduhan internet. 

Film termasuk kedalam hal yang dilindungi oleh Undang-Undang 

Hak Cipta, dibuktikan berdasarkan pada Pasal 40 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 bahwa Ciptaan yang dilindungi dalam bidang 

ilmu pengetahuan, seni, dan sastra salah satunya adalah karya 

sinematografi.
1
 Dimana dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah Ciptaan 

yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film 

dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan 

skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam 

pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media 

lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan dibioskop, layar lebar, 

                                                           
1
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televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu 

contoh bentuk audiovisual.
2
 

Sedangkan kenyataannya seperti yang sudah diketahui bahwa 

perbuatan yang dilakukan oleh pemilik warnet merupakan salah satu 

bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yaitu lebih 

tepatnya pelanggaran Hak Cipta karena tidak menguntungkan si 

pencipta film. Dimana disebutkan dalam pasal 4 Undang – Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa “Hak cipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a (yaitu poin Hak Cipta) 

merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak 

ekonomi.”
3
 Dan didalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang Hak 

Cipta dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah 

hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada 

pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. 

Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian 

dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.
4
 Jelas artinya bahwa karya 

sinematografi yaitu film termasuk karya yang dilindungi, maka sanksi 

yang dapat dikenakan terhadap seseorang yang melanggar ketentuan 

diatas, dijabarkan didalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa, “Setiap orang yang 

mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan 

sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan 
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barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat 

perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 

(seratus juta rupiah).” 

Dan pada kenyataannya sekarang ini, sudah sangat banyak warnet 

yang menyediakan film hasil unduhan internet, untuk mendapatkan 

film yang diinginkan, para pengunjung atau konsumen hanya perlu 

membawa memori penyimpanan, kemudian masuk kedalam folder 

jenis filmnya, lalu memilih film apa yang diinginkan, dan yang 

terakhir pengunjung hanya perlu mengcopy film tersebut kedalam 

memori mereka.  

Didalam bidang Hak Cipta, yang termasuk kedalam bagian Hak 

Kekayaan Intelektual terkandung hak-hak eksploitasi atau hak-hak 

ekonomi dan hak-hak moral. Berdasarkan hak-hak ekonomi yang 

dipunyai, dimungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu 

karya cipta sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan-

keuntungan ekonomi sehingga perlu dilindungi secara memadai. 

Terkandung didalam suatu karya cipta yang memiliki nilai-nilai 

ekonomis. Karena hal-hal seperti itu, suatu ciptaan jika tidak dikelola 

secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat 

menyebabkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola 

(pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk 

pengaturannya dibutuhkan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum 



yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang 

tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.
5
 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap produser atas 

pelanggaran hak cipta untuk film hasil unduhan internet yang 

disediakan warnet di Yogyakarta? 

2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh produser atas 

pelanggaran hak cipta untuk film hasil unduhan internet yang 

disediakan oleh warnet di Yogyakarta? 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti mengenai 

perlindungan hukum terhadap  produser atas pelanggaran hak cipta untuk 

film hasil unduhan internet yang disediakan warnet di Yogyakarta, 

dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Cara 

pengumpulan  bahan hukum dengan studi kepustakaan, serta didukung 

dengan wawancara dengan narasumber terkait. Bahan-bahan hukum 

yang didapat akan diolah dengan metode deskriptif. Tempat 

pengambilan data sekunder dan bahan hukum untuk melengkapi 

penelitian ini aadalah Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
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Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 

Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada, dan Perpustakaan 

Grhatama Pustaka. 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Perlindungan Hukum Terhadap Produser Atas Pelanggaran Hak Cipta 

Untuk Film Hasil Unduhan Internet Yang Disediakan Warnet. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

merupakan salah satu dari bentuk peraturan perundang-undangan 

yang dapat memberikan perlindungan terhadap produser film atas 

hasil karya ciptaannya. Posisi Produser menurut Undang-Undang Hak 

Cipta itu sendiri termasuk kedalam Pencipta, hak itu dikarenakan 

produser berkerjasama dengan pengarang cerita dari sebuah film 

sebagai sebuah tim, atau dalam kata lain bekerja secara bersama-sama 

dalam membuat sebuah proyek film, dan produserlah yang 

mencarikan dana atau sponsor dan kru atau staff guna film tersebut 

dapat diwujudkan. 

Hal yang dilakukan oleh pemilik warnet dengan menyediakan 

film dalam tempat usahanya termasuk kedalam kategori pelanggaran 

hak cipta. Dimana pelanggaran hak cipta dalam dunia sinematografi 

atau perfilman itu bermula dengan adanya pembajakan film, dimana 

dijelaskan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang nomor 28 tahun 

2014 tentang hak cipta disebutkan: 



     “Pembajakan adalah penggandaan Ciptaan dan/atau produk 

hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil 

penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan 

ekonomi.” 

Dimana kegiatan yang dilakukan oleh pedagang pelaku 

pembajakan sama dengan melakukan kegiatan yang dilakukan oleh 

pemilik warnet, yaitu menggandakan atau menyalin film tanpa 

diadakannya perjanjian lisensi terlebih dahulu dengan si produser atau 

pemegang hak cipta film. Dan juga telah dijelaskan dalam pasal 1 

angka 12 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 

mengenai penggandaan disebutkan: 

“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan 

satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan 

dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara”  

Karenanya kegiatan yang dilakukan si pemilik warnet juga 

termasuk kedalam kegiatan menggandakan suatu karya ciptaan yaitu 

film, untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dengan 

menjual film di tempat usahanya tetapi tanpa pernah ada perjanjian 

lisensi dengan produser film yang karyanya telah dijualnya. 

Kemudian bentuk perlindungan hukum atau penegakan hukum 

terhadap produser film di Indonesia sendiri dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Penegakan Hukum Preventif 



Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk 

mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh 

warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan 

oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian.
6
 

Para pihak yang berwajib perlu melakukan penyuluhan 

ke warnet-warnet yang ada di Kota Yogyakarta ini sebagai 

bentuk pencegahan agar tidak terjadi suatu penyimpangan 

sosial lebih banyak lagi. Perlunya pihak yang berwajib 

menjelaskan pula mengenai peraturan perundang-undangan 

tentang Hak Cipta mengenai bahwa penggandaan film tanpa 

perjanjian yang sah dengan Pencipta film yang dilakukan 

oleh pemilik usaha termasuk bentuk pelanggaran. 

Dan perlunya diberikan penyuluhan ketika seseorang 

hendak membuka atau mengelola usaha warung internet dan 

akan mendaftarkan usahanya diberikan informasi mengenai 

hal-hal apa saja yang nantinya bisa menjadi bentuk 

pelanggaran. 

b. Penegakan Hukum Represif 

Sedangkan penegakan hukum Represif dilakukan apabila 

usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga 

terdapat pelanggaran hukum. Penegakan hukum ini 

umumnya dilakukan setelah terjadinya penyimpangan sosial 
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atau sengketa, dan penegakan hukum ini lebih bersifat 

kepada penanggulangan. Penegakan hukum represif pada 

tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai 

lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang 

lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan 

hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai 

kepada lembaga pemasyarakatan.
7
 

Dimana kegiatan menyediakan film hasil unduhan 

internet yang dilakukan oleh pemilik warnet atau 

pengelolanya dalam melakukan kegiatan usaha ditempat 

bisnis miliknya termasuk kedalam pelanggaran hak cipta 

film, dan dapat dikenai ketentuan pelanggaran sesuai dengan 

pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang 

berbunyi: 

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak 

Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan 

Secara Komersial Ciptaan.”
8
 

Dan juga selain itu melanggar ketentuan pasal 10 yang 

berbunyi sebagai berikut: 

“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan 

penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran 
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Hak Cipta dan/atau Hak Terkait ditempat perdagangan yang 

dikelolanya.”
9
 

Akan tetapi dalam perkara pelanggaran ini termasuk 

kedalam Delik Aduan, dimana dibutuhkan keaktifan dari 

Produser untuk melaporkan bentuk pelanggaran yang 

dilakukan oleh pemilik usaha warnet tersebut kepada aparat 

hukum. 

2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Produser Atas 

Pelanggaran Hak Cipta Untuk Film Hasil Unduhan Internet Yang 

Disediakan Oleh Warnet. 

a. Upaya Hukum Di Luar Pengadilan. 

1) Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta, Produser 

atau pemegang hak cipta dapat menyelesaikan sengketa atau 

permasalahannya dengan memilih beberapa cara 

penyelesaian didalam Alternatif Penyelesaian Sengketa 

dengan cara Mediasi, Negosiasi, dan Konsiliasi. 

2) Arbitrase 

Walaupun arbitrase termasuk kedalam upaya hukum 

penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan yakni sama 

halnya dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa, keduanya 

memiliki arti yang berbeda, dimana Alternatif Penyelesaian 
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Sengketa memiliki putusan yang win-win, sedangkan arbitase 

memiliki putusan yang bersifat win-lose.  Hal ini dikarenakan 

arbitrase pada dasarnya juga merupakan sebuah “pengadilan” 

walaupun berbeda dengan pengadilan negeri, niaga atau yang 

lainnya yang dimiliki oleh negara yang putusannya bersifat 

win-lose juga. 

Keduanya dibedakan juga didalam judul Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu dibedakan dengan 

penyebutan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

tidak dijadikan menjadi satu kesatuan didalam Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. 

b. Upaya Hukum Di Jalur Pengadilan. 

Upaya penyelesaian sengketa berikutnya melalui jalur 

pengadilan atau jalur litigasi ini, dimana dalam kasus pelanggaran 

hak cipta film ini bisa ditinjau dari aspek hukum perdata, pidana, 

dan administrasi. 

Apabila ditinjau dari Aspek Hukum Perdata perbuatan 

pelanggaran hak cipta film terhadap produser yang dilakukan oleh 

pemilik warnet dapat dikenai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPer) mengenai perbuatan melawan hukum.  

Dan dari Aspek Hukum Pidana dapat dikenai sanksi Pasal 113 

ayat (3) dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta.  



Serta dikenai Sanksi Administrasi pada pasal Pasal 25 ayat (1) 

huruf d Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan 

Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 berupa peringatan tertulis, dan 

Pasal 26 ayat (1) huruf c berupa pembekuan SIUP Perusahaan, 

dan yang terakhir Pasal 27 ayat (1) huruf c berupa pencabutan 

SIUP apabila terbukti bersalah dipengadilan. 

 

E. Kesimpulan 

1. Perlindungan hukum terhadap produser selaku pencipta film 

dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum dalan upaya 

penegakan hukum preventif dan perlindungan hukum dalam 

upaya penegakan hukum represif. 

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh produser selaku pencipta 

ketika mengetahui bahwa film milik mereka dilakukan 

penggandaan secara bebas dan termasuk kategori pelanggaran 

dapat ditempuh melalui jalur diluar pengadilan (non-litigasi) dan 

jalur pengadilan (litigasi). 

F. Saran 

1. Untuk mencegah terjadinya sengketa mengenai hak cipta dalam 

dunia perfilman yang lebih banyak, diperlukannya pembaruan 

mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta ini, terutama mengenai ketentuan pidana baru dapat 

diproses apabila sipencipta melakukan pengaduan kepada pihak 



berwajib. Dalam hal ini apabila diteruskan termasuk kedalam 

delik aduan, aparat hukum tidak akan dapat melakukan 

kewenangannya apabila mengetahui suatu bentuk pelanggaran 

yang terjadi ditempat usaha. 

2. Untuk mencegah semakin banyaknya bentuk-bentuk pelanggaran 

didalam dunia film diperlukan pengaturan yang secara khusus 

mengatur mengenai peraturan hak cipta film, karena didalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta itu 

masih membahas mengenai Hak Cipta atas Karya Cipta secara 

keseluruhan tidak dibagi menjadi kedalam bagian-bagian. 
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